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SERTIFIKAT TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM
DR. H. MARTIN ROESTAMY, S.H., M.H.

DISAMPAIKAN PADA ACARA “PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM TENTANG PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT

DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR”

DESA PANCAWATI, 17 NOVEMBER 2020



APA ITU SERTIPIKAT TANAH ?
UNTUK APA ?
KENAPA PENTING ?

Sertifikat adalah SURAT TANDA BUKTI

HAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,

hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yag

masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran

Tanah



Pasal 19 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

(1) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat

keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial

ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut

pertimbangan Menteri Agraria.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang

bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1)

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA



Ps. 32 ayat (1) PP 24/1997: Sertifikat merupakan surat tanda bukti

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 

fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat

ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 



HUKUM/YURIDIS

EKONOMIS

• Kepastian Hukum

• Bukti Hak yang Kuat

Dapat dijadikan

Jaminan Hutang
Modal Usaha



Daftarkan Tanah Hak Anda ke

BPN/Kantor Pertanahan setempat

SPORADIK SISTEMATIK

Pendaftaran tanah secara

sistematik didasarkan pada 

suatu rencana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh 

Menteri. 

Pendaftaran tanah 

secara sporadik 

dilaksanakan atas 

permintaan pihak 

yang berkepentingan

PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
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